
 

 

 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR  66  TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian       

Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor  2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965       

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730);  

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004          

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah       

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 

9.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang       

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada         

Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5943); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6067); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang       

Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 

tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 902); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 

Seri C); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A); 

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 30 

Seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 
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5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD 

Kabupaten Malang. 

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Malang. 

7. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam 

tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD. 

8. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan  

Anggota DPRD. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2  

 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjang tugas, fungsi 

dan wewenang DPRD. 

 

BAB III 

JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS  

BESERTA ATRIBUT 

 

Pasal 3 

 

Jenis dan jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 

terdiri atas:  

a. Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan sebanyak 2 (dua) 

pasang  dalam 1 (satu) tahun; 

b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan sebanyak 1 (satu) 

pasang  dalam 1 (satu) tahun; 

c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan sebanyak 2 (dua) 

pasang dalam 5 (lima) tahun; 

d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang diberikan        

sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan 

e. Pakaian yang bercirikan khas daerah diberikan    

sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. 
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Pasal 4 

 

(1)  Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari: 

a. pin DPRD; 

b. papan nama; dan 

c. tanda pengenal. 

(2)  Pin DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa 

keanggotaan, dengan ketentuan berbahan emas minimal 75% 

(tujuh lima persen) dengan berat maksimal 5 (lima) gram. 

(3)  Papan nama dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud  

pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun. 

 

BAB IV 

STANDAR SATUAN HARGA  

DAN PEMBERIAN PAKAIAN DINAS 

 

Pasal 5 

 

Standar Satuan Harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan        

dan Anggota DPRD diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati 

Malang tentang Standar Satuan Harga. 

 

Pasal 6 

 

Penyediaan pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota 

DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan  

Bupati Malang Nomor: 188.45/351/KEP/35.07.013/2017 

tentang Standar Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian 

Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.   

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal   28   September   2017 

 

BUPATI MALANG, 
 
 

Ttd. 
 

H. RENDRA KRESNA 
 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal                                     2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG 

 
 

Ttd. 
 

DIDIK BUDI MULJONO 

  

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2017 Nomor  6  Seri  A 


